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“Jaminan Kepastian Hukum Bagi Tersangka  

Dalam Syarat-Syarat Penahanan” 

 

 

ABSTRAK 

 

 Penahanan merupakan salah satu mekanisme yang berlaku dalam proses 

penegakkan hukum dalam perkara pidana di Indonesia. Masyarakat harus 

memahami mekanisme ini supaya masyarakat tidak mendapat perlakuan yang 

semena-mena dari aparat penegak hukum serta untuk tetap dapat menjamin 

kepastian hukum bagi seorang yang diduga melakukan tindak pidana atau disebut 

tersangka. Dalam proses penahanan, KUHAP memberikan syarat-syarat untuk 

membatasi penegak hukum dalam melakukan penahanan. Kurangnya pemahaman 

masyarakat terlebih yang memiliki status sebagai tersangka membuat mereka 

tidak memahami akan aturan hukum yang berlaku mengenai penahanan. 

Akibatnya adalah tersangka tidak memahami bagaimana mekanisme penahanan, 

apa syarat sehingga mereka harus ditahan, serta apa alasan mereka ditahan. Dalam 

hukum acara pidana mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 

dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Akan tetapi perlu disadari 

bahwa syarat-syarat penahanan yang diatur di dalam KUHAP masih belum dapat 

menjamin kepastian hukum bagi seorang tersangka karena dalam KUHAP tidak 

diatur secara detail mengenai syarat-syarat penahanan. Dalam faktamya, 

ketidakpastian hukum dalam syarat-syarat penahanan dapat menjadi celah bagi 

aparat penegak hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada 

tersangka. Kesewenang-wenangan tersebut juga memberi celah bagi aparat 

penegak hukum untuk melakukan tawar menawar dengan tersangka sehingga suap 

menyuap menjadi sorotan tersendiri akibat ketidakpastian hukum dalam 

penahanan. KUHAP harus menyempurnakan syarat-syarat penahanan sehingga 

dapat mewujudkan kepastian hukum bagi tersangka 
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ABSTRACT 

 Detention is one of the mechanisms that apply in the process of law 

enforcement in criminal cases in Indonesia. Society must understand this 

mechanism so that people are not treated the caprices of law enforcement officers 

as well as to continue to ensure legal certainty for someone suspected of 

committing a crime or called suspects. In the process of detention, the Criminal 

Procedure Code provides the conditions to limit law enforcement to make an 

arrest. Lack of understanding of the community especially with the status of a 

suspect makes them do not understand the rules applicable laws regarding the 

detention. The result is that the suspect does not understand how the mechanisms 

of detention, what the terms so that they should be detained, and what was the 

reason they were being held. In criminal procedural law set conditions that must 

be met for a person to do detention of suspects. But we need to realize that the 

conditions of detention are regulated in the Criminal Procedure Code is still not 

able to ensure legal certainty for a suspect because in the Criminal Code is not 

regulated in detail about the conditions of detention. In faktamya, legal 

uncertainty in terms of detention can provide a loophole for law enforcement 

officials to conduct arbitrariness to the suspect. Arbitrariness also provide a gap 

for law enforcement officials to conduct bargaining with the suspect that bribery 

becomes a case for itself as a result of legal uncertainty in detention. Procedure 

Code should improve the conditions of detention so as to realize the legal 

certainty for suspects 
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